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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEFULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal &
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulavan, maka
pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 45
Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak
sesual lagl dengan beban kerja Sckretariat Daerah dalarm
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perly
disesuaikan:

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebust
paca huruf a dan huruf h, perly menetapkan Peraturan
Bupati tentang Urajan Tugas, Fungsi dan Tata kKerja
Sekrerariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51
Tahun 1999 entang Pembentukan Kabupaten Buol
Ratupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomaor
179. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966):

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Menetapkan :

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesta Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Qrganisasi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas. Badan dan
Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGA]
KEPULAUAN.

1.
2.

3.

10,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penvelenggara Pemerintahan Daerah
Kepala Dzerah adalah Bupati Banggai Kepulauan vang
selanjutnya disebut Bupati.

Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupate:
Banggai Kepulauan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan,

Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggal Kepulauan.

Sagian adalah Bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan yang di Pimpin oleh Kepala
Bagian.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dalam lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. -
Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,

nepa.a Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian

dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangpa:
nepulauan. '
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12. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan vang
wajib dikerjakan atay vang ditentukan untuk dilakukan
sesual dengan kewenangan yang dimiliki.

13. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam
organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan
dilaksanakan.

14. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang
disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas

membuat skat-skat bagian dari sebugh organisasi.

- Koordinasi adalah PETan serta para pemangku kepentingan
dalam menata Organisasi Ferangkat Daerah sesuai dengan
lingkun kewenangannya, baik lintas sektoral maupun anta:
strata pemerintahan.

0. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintal;
Daerah yang dilakukar secara terpadu dalam suat
Orgunisasi Perangkar Daerah.

17. Sinkronisasi adalah konsistansi dalam Penataan Organisasi
Perangkat Daerah sesual dengan norma, prinsip dai
standar yang berlaku.

18. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka memimpin suaty satuan organisasi
pemerintahan.

19. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan,

atay
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BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Sekretariar Daerah merupakan unsur Staf
Daerah Kabupaten yYang dipimpin ol
Daerah.
(2] Sekretaris Daerah sebagai

Perangkat
eh seorang Sekretaris

mana dimaksud pada ayat (1),
an bertanggung Jawab kepada

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas berkew
Bupati dalam Penyusunan kebijakan dan
administratif terhadap pelaksanaan
S€ra pelavanan admnistratif

ajiban membanty
Pengoordinasian
tugas perangkat daerah

Pasgal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanag tersebut pada

Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungs; -

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

0. Pengoordinasian pelaksanaan tugas  satuan keria
Perangkat Daerah: ‘

€. Perantauan dap evaluasi pelaksanaan xebijakan Daerah:
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Pelavanan administratatif dan pembinaan aparatur Sipil
Negara pada instansi Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesual
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggal
Kepulauan terdiri dari :

a. Selkretaris Daerah membawahi :
1. Asisten Sosial dan Pemerintahan;
2. Asisten Pengembangan Ekonomi; dan
3. Asisten Administrasi Umum.
b. Masing-masing Asisten membawahi :
1. Asisten Sosial dan Pemerintahan terdiri atas :
a) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi
Daerah membawahi :
1] Sub Bagian Tata Pemerintahan;
2) Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan
Wilayah/Daerah; dan

3] Sub Bagian Otonomu dan Kerjasama
Pemerintahan
b} Bagian dukum dan Perundang-undangan

membawabhi :
!} Sub Bagian Kajian Hukum Perundang-undangan;
2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
¢/ Baglan Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan membawahi ;
1} Sub Bagian Mental dan Spiritual,
Z) Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan; dan
3} Sub Bagian Sosial Kemasvarakatan;
2. Asisten Pengembangan Ekonomi terdiri atas :
a! ‘Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
1} Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer;
2) Sub  Bagian Administrasi Perekonomian
Sekunder dan Tersier; dan
J) Sub Bagian Bina Kelembagaan BUMN/BUMD.
bl Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :
1] Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
Administrasi Kegiatan;
2} Sub  Bagian Monitoring  Evaluasi dan
Pelaporan; dan
3) Sub Bagian Layanan Pengadaan Elektronik.
ci Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan
membawahi :
Sub Bagian Tata Usaha.
d) Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral

membawahi :
1) Sub Bagian Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi;
2) Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan

™ i 5 il
rértambangan dan Pengendalian Sumber Dava
Mineral; dan '

~3) Sub Bagian Minyak dan Gas Bumi.
. Asisten Administrasi Umum terdiri atas *

a] Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi :
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1] Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan:
2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelavanan
Publik; dan
3] Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi.
o] Bagian Umum Membawahi :
1) Sub Bagian Administrasi Umum;
2) Sub Bagian Perlengkapan: dan
3) Sub Bagian Rumah Tangga.
¢) Bagian Humas dan Protokol membawahj
1) Sub Begian Kehumasan:
2) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan; dan
3] Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi,

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesaty
Sekretaris Daerah

Pasal 6

Sekretaris  Daerah mempunyai  tugas berkewajiban

membantu  Bupari dalam menyvusun kebijakan dan

mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Dacrah,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pad:

ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

&. Pengoordinasian Penyusunan kebijakan Pemerintah
Daerah:

b. Pengoordinasian nelaksanaan tugas Satuan Keria
Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah:

¢. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan
kebijakan Daerah:

d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahar
Daerah;

€. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur
Negara pada instansi Daerah: dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
Sesual dengan tugas dan fungsinva,

Bagian Kedua
Asisten Sosig! dan Pemer:’:ztahan

Paragraf ]

Umum

Pasal 7
Asisten Sopsial dan Pemerintahan mempunyaj tugas
membanty Sekretaris Daerah dalam melaksanakan

Pengoordinasian, Pembinaan, pengendalian dan evaluas;
Penvelenggaraan Program dan kegiatan Sekrer
Serta perumusan kebijakan
Pénierintahan, hukum dan kesejahteraan m
dalam melaksanakan

: ! n tugas hertanggung Jawab kepad
Sekertaris Daerah,
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada

ayat (1], Asisten Pemerintahan mempunvai fungsi :
a. Penyelenggaraan tata pemerintahan dan otonomi
daerah;

b, Penyusunan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah,

€. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Dinas, Badan dan Kantor
sesua: bidang tugasnya;

d. Penyiapan bahan pengembangan kebijakan dalam
rangka peningkatan kinerja perangkat Daerah;

e. Pengumpulan dan pengolahan data akuntabilitas
Perangkat Daerah:

f.  Penyiapan bahan laporan dan informasi perkembangan
program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah sesuai
dengan bidang tugasnva:

g Pelaksanaan hubungan antar Daerah dan lembaga
lainnya dalam rangka pengembangan informasi
manajemen organisasi dan pemerintahan:

h. Pembinaan dan pengendalian  penyelenggaraan
administrasi kesejahteraan kemasyarakatan;

1. Penylapan bahan laporan pertanggung jawaban Bupati
atal Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnva:

J. Pengoordinasian peényusunan rancangan Peraturan
Daerah dan produk hukum daerah lainnya;

k. Pengendalian pelaksanaan sosialisasi  peraturan
perundang-undangan;

l. Pengoordinasian kegiatan bidang ketenteraman dan
Ketertiban serta perlindungan masyarakat; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 8

(1) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

(2)

mempunyai tugas membantu Asisten Sosial dan

Pemerintahan untuk melakukan penvusunan program dan

petunjuk  tekni pembinaan penyelenggaraan rtata

pemerintahan, otonomi dan kerjasama pemerintahan.
perangkat daerah dan pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi
Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan program kegiatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan vang berlaku dan sumber data
vang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan:
b, Penyiapan perumusan kebijakan tata pemerintahan,
otonomi dan kerjasama pemerintah,
dan pengembangan wilayah /daerah:
€. Pembinaan serta pengoordinasian dengan instans

vertikal dalam proses penyelenggaraan pemerintahar
otonomi dan kerjasama pemerintah, dan perangka:
dan pengemban gan wilayah /daergh;

Jeﬂ_‘y’flﬁﬁ-&f&:? proses administrasi Peéngangkatan kepala

daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;

dan perangka:
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a.

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait,
termasuk koordinasi dengan pemerintahan propinsi
atau pusat Dberkaitan dengan tugas umum
pemerintahan lainya;

Pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi
tata pemerintahan, otonomi dan kerjasama
pemerintahan dan Perangkat dan pengembangan
wilayah /daerah;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum yvang
meliputi tata pemerintahan, otonomi dan kerjasama
pemerintahan  dan  Perangkat dan pengembangan
wiiayah /daerah;

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha:
Daerah (LPPD] Kabupaten kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur;

Pelaksanaan monitoring, evaiuasi dan menilai
presentasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai
cerminan penampilan kerja;

Penyampaian saran den pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

Perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah
berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah
di bidang otonomi daerah;

Pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis
administrasi wilayah perbatasan:

Pengoordinasian kebijjakan toponimi dan pemetaan
wilayah Kabupaten;

Pengoordinasian penyusunan program kerjasama
daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah:
Pengumpulan bahan dan menganalisa data sert
memberikan pertimbangan dalam proses pembinaan
Perangkat Daerah dan Pengembangan Wilayah;
Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan
daerah; Mengharmonisasikan hu bungan antar
susunan pemerintahan di  kabupaten dengan
berpedoman pada kebijakan Pemerintah dan
provinsi; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang dibesikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

Menyusun program kegiatan berdasarkan hasil
evaluasi tahun lalu sesuai dengan perundang-
undangan vang berlakuy:

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis tata pemerintahan;

Mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam
Proses penyelenggaraan tata pemeérintahan;
Mengumpulkan data, mengelola,
menginventarisasi
pemilihan umum:

meneliti, dan
masalah yang berkaitan dengan

g} i
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Menyiapkan data untuk proses administrasi
pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala

Daerah, wakil Kepala
aerah dan anggota DFRD; _
Melaksanakan pengumpulan data, informasi,

monitoring dan evaluasi pencalonan, pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah:
Melaksanakan wmonitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelimpahan sebagian wewenang
pemernintah dari Bupati kepada Camat;

Menyiapkan bahan penyusunan pelimpahan sebagian
wewenang pemerintah dari Bupati kepada Camat:
Menyusun, menyiapkan bahan/data dan menyampaian
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD)
melalui Gubernur;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kerja
peiaksanaan tugas bawahan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
balk lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sésual dengan tugasnya.

Pasal 10

Sul:» Bagian Otonomi dan Kerjasama Pemerintahan
mempunyai tugas :

a.

i

Menyusun program kegiatan berdasarkan hasil
evaluasi tahun lalu sesuai dengan perundang-
undangan vang berlaku;

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis tata pemerintahan;

Mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam
proses penyelenggaraan tata pemerintahan:
Menganalisa berbagai permasalahan otonomi daeral
sebagai bahan pertimbangan penyusunan perumusan
kebijakan daerah;

Mengkoordinasi pengumpulan bahan pedoman dan
petunjuk  teknis administrasi  umum wilavah
perbatasan;

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah:

Memfasilitasi pengumpulan dan mengelola bahan
dalam pelaksanaan penyusunan mengenai toponimi
dan pemetaan wilayah kabupaten;

Merencanakan kegiatan, mempersiapkan bahan dalam
rangksa penetapan dan penegasan batas
kabupaten/kota, batas wilayah kecamatan, kelurahan
dan desa;
Merencanakan kegiatan, melaksanakan penetapan da:
penegasan tiuk koordinat:

Mengeoordinasikan dan
sama daerah;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan Der
pelaksanaan tugas bawahan;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

fasilitasi asosiasi/badan kerja



m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilayah

Daerah mempunvai tugas :

& Menyusun program kegiatan berdasarkan hasil
evaluasi tahun lalu sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis tata pemerintahan:

¢c. Mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam
proses penyelenggaraan tata pemerin tahan;

d. Mengadakan cdan mengumpulkan bahan serta
menganalisa data dalam proses pembinaan perangkat
daerah;

e. Mengadakan dan memberikan pertimbangan dalam
proses pembinaan perangkat daerah:

f. Mengadakan dan mengumpulkan bahan serta
menganalisa  data  dalam  rangka pengembangan
wilayah:

8 Merencanakan kegiatan dan menylapkan bahan
pembentukan, penggabungan dan penghapusan
kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa serta
perubahan status desa menjadi kelurahan;

h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kecamatan (EKK);

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kerja

pelaksanaan tugas bawahan:

J- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

K. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya,

Paragraf 3
Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 12

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunysa

tugas. membantu Asisten Sosial dan Pemerintahan untuk

melaksanakan Penyusunan/Perumusan Program Legislas;

Daerah, Produk Hukum Daerah, memberikan bantuan

hukum dan mempublikasikan Produk Hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada

ayat (1), Bagian Hukum dan Perundang-undangan

mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian antar satuan Kerja da
Program Legislasi Daerah (Prolegda);

L. Pengoordinasian antar satuan ke
produk Hukum Daerah;

€. Perumusan rancangan produk Hukum Daerah:

d. Pembinaan dan Evaluasi terhadap Produk Hukum
Desa;

€. Penvelesaian atas

f. Peningkatan kesa

lam penyusunan

ra dalam penyusunan

pelanggaran / sengketa hukum:
daran hukum masyarakat:



g Pelaksanaan Kepiatan Gerakan Nasional Hak Asasi
Manusia;

h. Penghimpunan dokumentasi Peraturan Perundang
undangan;

1. Pengoordinasian pPenyusunan Program Legislasi Daerah
(Prolegda); dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 13

Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangar

mempunyai tugas:

a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
penyusunan program dan kebijakan teknis dj bidang
Kajian Hukum dan Perundang-undangan;

b, Mengikuti dinamika hukum dan Peraturan Perundang-
undangan pada dmumnya dan khususnya yvang
menyangkut tugas Pemerintah Daerah;

€. Melaksanakan Penyusunan Program Legislasi Daerah

(Prolegda):

Melaksanakan pengharmonisasian terhad ap rancangan

produk hukum daerah yang meliputi Rancangan

Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala

Daerah, Rancangan Peratyran Bersama Kepala Daerah,

Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala

Daerah;

e. Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah
vang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala
Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah. Keputusan
Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah:
Menyiapkan bahan koordinasi pPenviapan penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah: -

g Melaksanakan legislasi dalam Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah:

1. Melaksanakan proses evaluasi/klarifikasi Peraturan

Daerah;

Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap

penyusunan produk hukum desa, yang meliputi

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan

Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Kepala Desa

dan Instruksi Kepala Desa: dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya

(= H

Pasg] 14

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas

a&. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagal bahan
Penyusunan program dan kebijakan teknis dj Bidang
Bantuan Hukum: '

b. Menyelesaikan Persoalan-persoalan Hukum
menyangkut bidang tugas Pemerintah Daergh:

€. Memberikan bantuan Fukum baik di dalam maupuyn di
uar Pengadilan terhadap Pegawai /Pejabat/ Lembaga
lingkup Pemerintah Daerah vang

_ terkena
dermasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas
<edinasan:

yang



d. Melaksanakan penyusunan Mernorandurq _ of
Undestanding (MoU), Kesepakatan Bersama, Perjanjian
Kerjasama Kepala Daerah dengan Lembaga
Pemerintah Lainnya dan Organisasi Kemasyarakatan;

e. Melaksanakan pelayanan konsultasi hukum;

f. Melaksanakan kegiatan gerakan nasional hak asas:
nasional,

g. Melaksanakan kegiatan Desa Sadar Hukum; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya.

Pasal 15

Suh Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

mempunyal tugas!

a. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
penyusunan prograra  di  bidang  pengelolaan

dokumentasi hukum;

Melaksanakan dokumentasi dan penataan secara

sisternatis atas produk-produk hukum;

¢. Melaksanakan dokumentasi atas naskah-naskah dinas
yvang lain;

d. Melaksanakan penyuluhan/publikasi di  bidang
nukum;

g

e. Melaksanakan pendokumentasian terhadap produk
hukum desa;
Melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan

Pnsal 16

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakvat dan
Kemasyarakatan mempunyal tugas membantu Asisten
Pemerintahan dan  Kesejahteraan Rakyat untuk
melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan serta monitoring dibidang agama, pemuda,
olahraga, peranan wanita dan pendidikan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan pengumpulan data serta menyiapkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dibidang agama, pendidikan olahraga dan
peranan wanita;
Pelaksanaan monitoring dan koordinasi serta fasilitasi
pemberian bantuan dibidang pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan sosial, pemuda, olahraga, peranan
wanita dan kepramukaan;

n i ek kil oy

¢. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan dibidang agama dan pelaksanaan
koordinasi dan fasilitasi

pemberian bantuan sarana
peribadaran: dan




d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 17

Sub Bagian Pendidikan Mental Spritual mempunyai tugas :

a. Menyusun dan mengolah bahan penyusunan pedoman
dan petunjuk teknis di pidang pendidikan baik formal
maupun informal, agama dan kepramukan:

0. Menyiapkan bahan  koordinasi dan fasilitas
pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan,
agama dan kepramukaan:

¢. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberian
bantuan organisasi/lembaga pendidikan keagamaan
dan kepramukaan;

d. Memproses rekomendasi kegiatan dibidang pendidikan
agama dan kepramukaan:

€. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pémbinaan
kerukunan intern dan antar umat beragama;

Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitas kegiatan

peringatan hari-hari besar agama;

8 Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan di
bidang pendidikan dan mental spritual; dan

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya.

Pasal 18

Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan mempunvai

tugas

a. Menyusun dan mengolah  bahan  penvusunan
pembangunan di bidang agama;

D. Menyiapkan bahan koordinasi  dan
pelaksanaan pembangunan di bidang agama:

¢. Menyiapkan bahan koordinas; dan fasilitasi pemberian
bantuan sarana peribadatan;

d. Memproses permohonan rekomendasi bantyan sarana
peribadatan; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya,

fasilitasi

Pasal 19

Sub Dagian Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas :
a. Menyusun dan mengelolah bahan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesejahteraan

sosial, pemuda dan olahraga, peranan wanita dan
kepramukaan:

D. Menylapkan  bahan koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan, sosial
bencana alam, pemuda dan olahraga dan peranan
wanita;

¢. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pémberian
bantuan organisasi pemuda

‘ dan olahraga dan peranan
wanita,



—
-

(2)

d. Proses permohonan rekomendasi kegiatan organisasi
pemuda dan olahraga, peranan wanita dan organisasi
kemasyarakatan lainnva;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
peringatan hari-hari besar,

f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan
dibidang kesehatan, sosial, pemuda dan olahraga,
peranan wanita dan organisasi kemasyvarakatan
lainnva, dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Asisten Pengembangan Ekonomi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Asisten Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas

membantu  Sekretaris Daerah dalam melaksanakan

pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretanat Daerah
serta perumusan kebijakan daerah bidang bina

Perigembangan Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada

avat (1), Asisten Pengembangan Ekonomi mempunyai

fungsi :

a. Perumusan program kegiatan Asisten Pengembangan
Ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan sumber data yvang tersedia sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

b, Penjabaran perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

¢. Pelaksanaan koordinasi dengan Asisten di lingkungan
Sekretariat Daerah baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan masukan, informasi
serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh
hasil kerja vang optimal:

d. Penyusunan perumusan kebijakan Bupati tentang
penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengembangan
Ekonomi,

e. Pembinaan dan pengarahan kegiatan bidang
Pengembangan Ekonomi;

Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang

Pengembangan Ekonomi;

g Pemantauan dan pengendaliaan

keglatan Pengembangan Ekonomi:

Peéakganaan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi

kerja pelaksanaan tugas bawahan secara

melalui  sistem penilaian vang
cerminan penampilan kerja;

Penyampaian saran dan pertimbangan Kepada atasan
baik %man maupun tertulis sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

penyelenggaraan

berkala
tersedia sebagas

i
Laa
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j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Perekonomian

Pasal 21

1) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas
membantu  Asisten Pengembangan Ekonomi dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan
mengendalikan kegiatan di bidang perekonomian Primer.
Sekunder, Tersier dan Kelembagaan BUMN/BUMD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada
ayat (1), Bagian Administrasi Perekonomian mempunvai
fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
berdasarkan program kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan serta hasil evaluasi agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan

efisien;

b. Penyiapan Mempelajari, menelaah peraturan
perundang-undangan, keputusan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk tekniis untuk

kelancaraan pelaksanaan kegiatan;

c. Penjabaran perintah Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggal Kepulauan bailk secara langsung maupun
melalui Asisten Pengembangan Ekonomi Sekretana:
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara rinci dan
jelas dengan cara memahami isi perintah, konsultasi,
dan koordinasi serta mencari data pendukung agar
perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik;

d. Pelaksanaan koordinasi dengan para Kepala Bagian
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
kKepulauan dengan cara rapat koordinasi maupun
membuat kesepakatan lintas program guna
tercapainya kesamaan persepsi den langkah untuk
lebih mendukung  keberhasilan pelaksanaan
kegiatan;

e. Pengadaan pembinaan kepada bawahan dengan cara
memberikan arahan guna meningkatkan kinerja

pegawai;

Pengawasaan dan meneliti pelaksanaan tugas Kepala

Sub Bagian pada Bagian  Perekonomian Sekretariat

Daerali Kabupaten Banggai Kepulauan secara

langsung atau tidak langsung agar tugas dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan;

g. Pengoordinasian promosi potensi Kabupaten Banggai
Kepulauan dengan satuan kerja perangkat Daerah
terkait dengan cara melaksanakan dan mengikuti
pameran membuat brosur-brosur dan audio visual
tentang potens: Kabupaten Banggai Kepulauan
berdasarkan potensi dan kebutuhan Daerah untul

| dapat disgbar}uaakan kepada pihak-pihak vang terkait:
n. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan

T pengembangan koperasi dengan cara memonitir dan

4=
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Sub Bagian Administr
tugas !

i,

peninjauan lapangan agar koperasi berjalan sesuai
Ketentuan,terutama yang dapat bantuan Pemerintah:
Pelaksanaan pembinaan bantuan modal industri
kecil,mikro dan menengah dengan cara
mengkoordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah
terkait untuk pengembangan ekonomi rakyat;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
peningkatan usaha hasil  industri,perdagangan,dan
£0perasi jasa penanaman modal, pariwisata,pengusaha
kecil dan menengah sesuai ketentuan vang belaku
melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat
Daerah terkait agar dapat diketahui perkembangan
dan hasil keglatannya;

Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan distribusi
bantuan beras kepada keluarga miskin dengan cara
memantau pelaksanaan kegiatan:

Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan petunjuk
teknis terhadap usaha peningkatan usaha produks
pertanian,peternakan, kelautan,perikanan kehutanan.
perkebunan,sumber daya air, energl dan mineral agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
Pe'laksanaan pembinaan dan penyusunan petunjuk
teknis kerja badan usaha milik  daerah pada
aspek administrasi, keuangan dan operasional badan
usaha milik daerah agar pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan dalam rangka meningkatkan
pendapatan asli daerah:

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
perekonomian meliputi produksi, potensi, distribusi
dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan dunia usaha
agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dar
memperoleh keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
Pemberian penilaian pekerjaan terhadap staf vang
dibawahinya pada sasaran kerja pegawaj guna
mengetahui kinerja pegawai, serta untuk kepentingan
pengembangan karir dan administrasi Kepegawaian;
Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daeral
Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diketahu
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan
untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan masukan untuk  menentukan langkah
lebih lanjut; dan

Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

asi Perekonomian Primer mempunyal

Membantu Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
untuk mengolah pedoman dan petunjuk teknis di
bidang Perekonomian Prim g

Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bagian administrasi Perekonomian Primer pada
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan sesuai dengan hasil evalyasi agar

e
LI
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pelaksanaan kegiatan tercapai secara efektif dan
efisien;

Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-
undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Menjabarkan perintah Kepala Bagian secara rinci dan
jelas dengan cara memahami isi perintah, konsultasi
dan koordinasi serta mencari data pendukung agar
perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik;
Menyusun bahan precgram dan petunjuk pelaksanaan
usaha peningkatan produks: kehutanan, perkebunan,
kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan dan
pertambangan peternakan, pertambangan energi dan
sumber daya mineral;

Melaksanakan evaluasi dan koordinasi dalam usaha
peningkatan produksi kehutanan, perkebunan,
kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan,
pertambangan energi dan sumber daya mineral; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya.

Pasal 23

» Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan

Tersier mempunyai tugas :

.

b.

e

1

(5]
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Membantu Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
untuk mengolah pedoman dan petunjuk teknis di
bidang Perekonomian Sekunder dan Tersier;

Menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan
Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian pada Bagian
Perekonomian Sekietariat Daerah Kabupaten Bangga:
Kepulauan Dberdasarkan Program Kerja Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan serta hasil evaluasi agar pelaksanaan
kegiatan tercapai secara efektif dan efisien;

Menylapkan bahan promosi potensi Kabupaten Banggai
Kepulauan di bidang industri, perdagangan, jasa,
penanaman modal, pengembangan pariwisata, koperasi
dan pengusaha kecil menengah;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
peningkatan usaha industri, perdagangan, dan
koperasi;

Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi
pclaksanaan perekonomian meliputi produksi, potensi,
distribusi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan
dunia usaha agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan dan memperoleh keterpaduan pelaksanaan
kegiatan;

Melaksanakan dan mengevaluasi penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan cara bekerja
sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.
agar peruntukannya sesuai dengan aturan yang
berlaku;

Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Keria
Perangkat Daerah terkait tentang pengembangan
produk kerajinan khas Kabupaten Banggai Kepulauan:
Melaksanakan dan Menfasilitasi Pemantauan dan
Pengendalian Inflasi Daerah dengan cara bekerja sama

16
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m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 25

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
membantu  Asisten Pengembangan Ekonomi dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina. dan
mengendalikan kegiatan di bidang pembangunan dan
Periyusunan  program, pengendalian/evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada

avat (1), Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan dan pengoordinasian program
pembangunan daerah;

b. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan pembangunan daerah:

¢. Penyusunan bahan pedoman pengendalian
administrasi pembangunan;

d. Penyusunan dan pengolahan data pelaksanaan
pembangunan yang dibiayvai dari APRD Kabupaten
APBD provinsi, APBN dan sumber dana lainnya;

€. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan
umum, dan pariwisata;

1. Pelaksanaan Sistem Monitoring, Evaluasi dan
Penyerapan Realisasi Anggaran terhadap Dokumen

Pelaksana Anggaran (DPA) setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

g8 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan
Pembangunan di setiap SKPD yang tersebar di seluruh

wilayah Kecamatan:

Pelaksanaan rapar koordinasi pengendalian kegiatan

pembangunan;

Pelaksanaan bimbingan teknis antar SKPD terkait

kegiatan barang dan jasa:

J. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
atasan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesual dengan tugas dan fungsinva.

s
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Pasal 26

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Administrasi

Kegiatan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebiiakan, koordinasi.
perencanaan dan pengendalian kegiatan di bidang

pengendalian pembangunan:

b. I}.ﬁc:ngumpu‘;}qan dan mengolah data serta
oahan penvusunan pedoman dan
pelaksanaan pembangunan,

menyiapkan
petunjuk teknis

e



¢. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang -
undangan yang berhubungan dengan tugas dan
fungsinya;

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan monitoring dan pemantauan pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten,
APBD Propinsi dan APBN;

€. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan

monitoring program pembangunan daerah pada
Perangkat Daerah;

f. Melaksanakan evaluasi perkembangan pelaksanaan
pembangunan daerah;,
g Meclaksanakan Monitoring, Evaluasi terhadap Realisasi

Penyerapan Anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

h. Melaksanakan koordinasi teknis dengan Perangkat
Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Instansi terkait dalam »engendalian pembangunan
daerah; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnva.

Pasal 27

Sub Bagian Layanan Pengadaan Elektronik mempunvai
TUgas !:

a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan
pengelolaan e-Procurement di Kabupaten Bangga:

kKepulauan;
b. Melaksanakan pelatihan/training kepada
PA /KPA /Pejabat Pengadaan/ULP dan Penvedia

barang/jasa untuk menjalankan SPSE:

¢. Menyediakan informasi dan konsultasi yang melayan
PA/KPA/Pejabat Pengadaan/ULP dan Pen yedia
barang/jasa yang berkaitan dengan SPSE;

d. Menyediakan informasi dan data vang berkaitan
dengan proses pengadaan bearang/jasa yang telah
dilakukan oleh pengguna SPSE untuk kepentingan
proses audit;

. Melaksanakan ketatausahaan LPSE;

Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum

pengadaan;

8. Memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak
yang bDerkepentingan menjadi pengguna SPSE ;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas Layanan Pengadaan Elektronik: dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnva.

o ]

Pasal 28

Sub  Bagian Monitoring Evaluasi dan

mempunyai tugas :

a. MEH}']I.E.]JR&H bahan perumusan kebijakan, koordinasi.
pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang
monitoning, evaluasi dan pelaporan pembangunan;

Pelaporan
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b. Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan
program pembangunan yang di biayai dari APBD
Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN:

c. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-
undangan yvang berhubungan dengan tugas dan
fungsinya;

d. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan
Pembangunan di setiap SKPD sumber dana APBD
Kabupaten, APBD provinsi, APBN dan Sumber Dana
lainya yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan:

e. Melaksanakan koordinasi teknis dalam penyusunan
evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;

f.. Melaksanakan rapat evaluasi dalam rangka koordinasi
dengan SKPD lain mengenai kegiatan monitoring,
evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan
kegiatan pembangunan daerah;

g. Melaksanakan koordinasi teknis dan fasilitasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah dengan

perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Instansi terkait monitoring evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan pada Bagian

Administrasi Pembangunan; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4
Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan

Pasal 29

Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan mempunvai
‘ugas membantu Asisten Pengembangan Ekonomi untuk
memberikan pelayanan administratif dalam pengadaan
barang/jasa rmelalui penyelenggara barang/jasa yang
pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dar
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuat
dengan ketentuan dan perundang-undangan vang berlaku
Dalam melaksanakan tugas sebaga
avat (1), Bagian Admiristrasi Unit
mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian seluruh kegiatan lingkup ULP,

b. Penyusunan dan pelaksanaan strategi pengadaan

barang/jasa ULP;

imana tersebut pada
Layanan Pengadaan

¢. Penyusunan program kerja dan anggaran ULP;

d. Pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa
di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan;

Pelaksanaan jaminan keamanan dokumen pengadaan;
Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA;
8. Pembuatan laporan pertanggung jawaban atas

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada
kepala daerah;

N. Pelaksanaan pen
UF "
=it p
1.  Pelaksanaan anggota
masing-masing;

gembangan dan pembinaan SDM di

pokja sesuai dengan beban kerja
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Pengusulan penempatan / pemindahan,
pemberhentian anggota pokja ULP kepada
Bupati/Kepala Daerah:

K. Pengusulan gtaf pendukung ULP sesuaj dengan
Kebutyhan:

I, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
kKepegawaiar ketatausahaan, perlengkapan dan rumah
tangga ULP:

b. Menginventarisasi paket-paket vang akan

dilelang/diseleks;

Menylapkan dokumen pendukung dan informasi yang

dibutuhkan kelompok kerja (pokja) ULP:

Memfasilitasi dan mengoordinasikan  pelaksanaan

pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan

oleh kelompok kerja (pokja) ULP;

2

=R

€. Mengagendakan dan pengaduan masyarakat:

f. Mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan
vang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

8. Mengelolah dokumen pengadaan barang/jasa;

h. Melakukan pemantauan dan evalyasi terhadap

pelaksanaan pengadaan barang/jasa di ULP,

Menyusun program kerja dan anggaran ULP:
Menyiapkan surat kepala ULP untuk penertiban SPPR.J
oleh PA/KPA:

K. Membuar laporan  secara periodik  atas hasi
pelaksanaan pengadaen yang dilaksanakan oleh ULP;

I Menyiapkan Pusat data untuk mendukung evaluasi
dari barang/jasa terkait spesifikasi dan HPS;

m. Melakukan koordinasi dengan LPSE terkair
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik
{e-pmcurem&nt};

n. Menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis atay
tenaga ahli/staf pendukung ULP dalam proses
pengadaan barang/jasa: dan

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya

Paragraf 5
Bagian Energi dan Sumber Daya Minera]

Pasgl 31

......

tugas membanty Asisten Pengembangan Ekonomi dalam
merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina.
“an mengendalikan kegiatan dj bidang energi sumber
daya minera] dan PeEnyusunan Program,
Pengendalian /evaluasi dan pelaporan pel
energi sumber daya mineral

2] Dalam melaksanakan Tugas acbagaimana tersebut pada

avat (1), Bagian Energi dan Sumber Daya Minera]
mempunyvaj fungsi :
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£

Perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral;

Penyusunan Program Kegiatan di bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral;

Pembinaan teknis di bidang geologi dan sumber dava

mineral, pertambangan umum, migas dan
ketenagalistrikan: .
Pelaksanaan Pelayanan  umum di bidang

pertambangan umum, migas, air bawah tanah dan
Iketenagalistrikan;

Pengendalian dan pengawasan di bidang geologi dan
sumber daya mineral, pertambangan umum, migas
dan ketenagalistrikan:

Pemberdayaan usaha dan produksi pertambangan
umum, migas dan ketenagalistﬁkan;

Pengelolaan administrasi umum meliputi,
ketatausahan, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan peralatan: dan

Pelaksanaan fungsi lain yan g diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya,

Pasal 32

Sub Bagian Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi
mempunyai tugas :

a.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
perencanaan dan pengendalian kegiatan Kelistrikan
dan pemanfaatan Energi;

Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan kelistrikan, Energi dan Pemanfaatannya ;
Melaksanakan pengusahaan listrik, pengembangan

listrik dan energi serta pembinaan dan pengawasan
ketenagalistrikan:

. Melaksanakan pengembangan energi dan kelistrikan:

Menyiapkan bahan pengembangan jaringan listrik
perdesaan:

Mengatur secara teknis kegiatan pengembangan energi
dan kelistrikan:

Mengevaluasi pelaksanaan Program pengembangan
energi dan ketenagalistrikan;

- Melaksanakan koordinasi teknis dengan Perangkat

Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pusat serta BUMN terkait dalam pengembangan
kelistrikan dan pemanfaatan energi; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
Sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan, Pertambangan dan

Pengendalian Sumber Day

da.

a Mineral mempunyai tugas :
Melaksanakan Pényusunan  program kegiatan
pembinaan, Pengawasan, pertambangan dan
pengendalian Sumber Daya Mineral;

Melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi
sumber daya min eral;
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¢. Melaksanakan  Pertimbangan  tehknis  kegiatan
pertambangan dan pengendalian Sumber Daya
Mineral;

d. Mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan,
pengawasan, pertambagan dan pengendalian Sumber
Daya Mineral;

e. Melaksanakan pencadangan wilayah dalam rangka
pengembangan sumber daya mineral/bahan galian
sesual dengan rencana tata ruang wilayah;

f. Membangun sistim informasi yang akurat tentang
potensi dan prospek sumber daya mineral;

g Menetapkan zona pemanfaatan kawasan karst dan
kawasan lindung sumber daya mineral;

h. Melaksanakan penyidikan geokimia, geotehnik, dan uji
coba pertambangan;

I. Melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi yang
terdapat indikasi keberadaan bahan galian;

J. Melaksanaxan pemeriksaan laboratorium dan uji
kualitas bahan galian; dan

k. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

Pasal 34

Sub Bagian Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
kegiatan di bidang Minyak dan Gas Bumi:

b. Menyusun program dan kegiatan pengawasan
pendistribusian minyak dan gas ;

¢. Memonitor dan mengevaluai distribusi bahan bakar
minyak dan gas dengan cara koordinasi dengan satuan
kerja perangkat daerah/instansi terkait agar tidak
terjadi penyimpangan ;

d. Membina, koordinasi, evaluasi dan fasilitasi kegiatan
pengembangan usaha minyak dan gas;

€. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban
terhadap usaha minyak dan gas;

f. Mengembangkan sumber minyak dan gas:

g Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pengembangan usaha minyak dan gas; dan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
_sesuai dengan tugasnya.

R s bbb kiotes Fotdiabul L e Lo e R e b b b o Rt

Bagian Keempat
Asisten Adrmninistrasi Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

______ 8 dalam menyusun kebijakan bidang

organisasi dan tata laksana, humas dan protokol serta
umum.

(2}

Dalam melaksanakan tugas sebagairmana tersebut pada
ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

T2
Lad




a. P&n}’etcnggaraan Perumusan peraturan perundang -
undangan;

b. Pengoordinasian, penelaahan dan pengevaluasian
pclaksanaan  peraturan perundang-undangan dan
penyiapan Rancangan Peraturan Daerah;

€. Pengoordinasian pemberian pertimbangan dan bantuan
hukum kepada unsur Pemerintah Daerah atas masalah
hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

d. Pengoordinasian penghimpunan peraturan perundang-
undangan, melakukan Publiksi produk hukum dan
melakukan dokumentasi hukum;

€. Pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis pelaksanaan hubungan kemasyarakatan:

Pengoordinasian penyusunan dan menganalisa serta

PeNyusunan program dan analisa kebutuhan:

8 Pengoordinasian pemberian petunjuk hahan
pembinaan dan teknis pengendalian dan evalyasi
kebutuhan perlengkapan:

n. Pengoordinasian Pengaturan urusan tata uysaha
kcuangan Sekretaris Kabupaten dan urusan rumah
tangga Sekretariat Pemerintah Kaby paten;

. Pengoordinasian pengaturan urusan perjalanan
dinas; dan

J.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuail dengan tu gas dan fungsinva.

Paragraf 1
Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 36

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunya: tugas

membantu Asisten Administrasj Umum un

melaksanakan  dan mengoordinasikan  penvusu:

pedoman pembinaan di Sidang Kelembagaan dan Analis

Jabatan,Tata Laksana dan Pelayanan Publik. Peningkatan

Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana terseby: pada

avat (1), Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunva

fungsi :

a. Penyusunan pedoman permbinaan dan penataan
kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
analisis jabatan dan analisis beban kerja;

€. Pengumpulan dan Penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan ketataiaksanaan;

d. Penyusunan petunjuk dan pembinaan pendayagunaan
aparatur, reformasi birokras; dan pelayanan publik;

¢. Pelaksanaan Pendataan Aparatur dan Formasi serta
Beban Kerja: dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuail dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Sub  Bagian Kelembagaan dan Analisis  Jabata
mempunyai tugas :

™



B

B ihatilad et o

]

Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan p

Mengumpulkan data untuk Penyempurnaan
P€Mmantapan dan Péngembangan Organisasi satyar
Kerja:

Mengumpulkan dan mengolah  bahan untuk
PENYUsunan analigis formasi jabatan:

Menyiapkan bahan Pembinaan dan Petunjuk teknie
Penataan kelembagaen:

Menyiapkan bahan PEnyusunan Peratyran Daerah dan
Peraturan Bupar bidang kelembagaan:

Mengumpulkan dan mengolah  bahan untuk
pelaksanaan dan Pemaniaatan hasi analisis dan
formasi Jabatan; dan

Melaksanaican tugas lain yang diberikan oleh PIMmpinar
S€sual dengan tUgasnva,

Pasal 38

mempunvaj tugas :

[~
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Mengumpuikan dan menganalisa data sebagai bahan
PENYUsunan program dan kebijakan teknis dj bidang
ke:atalaksanaan;

Menyiapkan bahan Petunjuk tata naskah dinas;
Memfasilitasg; dan nenyiapkan  bahan petunjuk
Pe€riyusunan Standar Pelayanan Pyublik:

Menyiapkan bahan Petunjuk  dan pembinaa;
Pelaksanaan jam kerja;

.‘»!r-n}':'apl-:a!*. bahan dan merumuskan Eenentua
Slandar operasiona] pProsedur:

Menyiapkan bahan PEtUNjuk penggunaan sera
dinas dan atribut S€ragam dinas:

Melaksanakan Pengendalian dan evaluas; Pelaksanaan
kegiatan bidang tata laksana dan Pelavanan publik:
Melaksanakan Pembuatan prosecdyy kerja saryan kerja
Perangkat daerah-

Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi pPelaksanagar

kegiatan bidang ketara_"alcsanaan dan Pelayanan
publik; dan

Melaksanakan tugas lain Yang diberikan gleh Pimpinan
Sesuai dengan tugasnva.

gam

Pasal 39

' Bagian Peningkatan Kinerja dan Reipremac. 3

i A TTIaS] DIroKr 2

‘EMpunyvai tugas:

Mengumpulkan dan Mmenganalisa darg Sebaga: bahga
PENyusunan Program dan kebijakan teknis dj bidang
pPeningkatan kinerja aparatur dan reformasi Dirokrasi:
Memfasilitasi usulan kesejahteraan pegawa: Sekrerar .
Daerah,'

Melaksarakan Pémbaharuan dan Perubahan terhads:
sistem Penyelenggaraan Pemerintahan terutama dai:

aspek kﬁ]Embagaan.;{E'Eata:aksanaall dan sumber ca

“HdSia apararyr

."uirnge-va]uas;i capaian Pelaksanaan reformas;i birokr:
Untuk pen, “Mpurnaan pada tahun mendatang:
-"v'.'f'-.a!ukar: Peényviapan dan Pengolahan bahan

el
m--;ak.qa'ﬁa};ati :"a.t:*"-'*’tsi. evaluas: dan  monirar
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pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten dan SKPD; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Umum

Pasal 40

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten
Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum dalam
melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di bidang
Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan di
lingkungan Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Bagian Umum mempunvai fungsi:

a

s

m

=~

Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan tata usaha pimpinan da:
tata usaha umum;

Melaksanakan koordinasi program rumah tangga
meliputi  pelayanan angkutan dan perawatan
kenderaan dinas;

Melaksanakan pembinaan kegiatan akomodasi dan
ruangan rumah jabatan, serta memelihara kebersihan
kantor dan pekarangan lingkungan kantor;

Menyiapkan bahan pengendalian sumber daya
aparatur keuangan, prasarana dan sarana perangkat
daerah di bidang urusan umum; dan

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

ub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas:

Menyusun rencana dan program kerja serta
melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan
usaha umum;

Memberikan pelayanan dan pengaturan surat-
menyurat kepada seluruh satuan kerja di lingkungan
Sekretariat Daeran;

Mengoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus
surat masuk dan surat keluar;

Mengatur penggunaan stempel jabatan dan stempel
dinas;

Melakukan pembinaan pegawai di Bagian Umum;
Melakukan pengawasan melekat di Bagian Umum:;
Meneliti berkas tagihan biaya langganan listrik, telepon
dan air untuk mendapatkan penyelesaian pembavaran;
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan
perjalanan dinas Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian,
Staf PNS dan Staf PTT Non-PNS Bagian Umum dalam
rangka kelancaran tugas;

Mengelolah administrasi keuangan Bupati, Wakil
Bupati dan Sekretaris Daerah;

Menyusun dan membuat laporan Renstra dan
LAKIP; dan

ala
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k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

Pasal 42

Sub Bagian Perlengkapan mempunyail tugas :

a.

Merencanakan keburuhan barang unit kerja di
lingkungan Sekretariat Daerah, rumah dinas Bupati,
Wakil Bupati dan rumah dinas Sekretaris Daerah;
Melakukan administrasi perencanaan dan penentuan
kebutuhan perlengkapan sesuai dengan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya di bidang tugasnya:
Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yang
diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan;

Mengelola administrasi pembelian dan pengadaan
perlengkapan dan barang;

Melakukan pengurusan penyelenggaraan dan
pengaturan barang persediaan di dalam gudang;
Memelihara semua Aset Sekretariat Daerah agar selalu
dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna;

Melakukan perhitungan, pengurusan,
penyelenggaraan, Pengaturan, pencatatan data dan
pelaporan barang inventarisasi Sekretariat Daerah
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan:
Memanfaatkan barang milik/dikuasai Sekretariat
Daerah tanpa merubah status pemilikan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;

Mengamankan barang milik/dikuasai Sekretariat
Daerah secara fisik, administratif dan tindakan
hukum;

Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap
pengelolaan barang Inventaris: dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya.

Pasal 43

th Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas ;

Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas agar selaly
dalam keadaan siap digunakan:

Mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas
Untuk menunjang kelancaran tugas:

Menyelenggarakan adminstrasi pemeliharaan
kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban
penggunaan Kendaraan dinas;

Melaksanakan Pengurusan surat-surat kendaraan
dinas dan surat-surat lainnya yang diperlukan:
Melaksanakan Pengurusan Bahan Bakar Minyak (BBM)]
kendaraan dinas dan untuk kepentingan dinas;
Menyiapkan bahan pPenyusunan dan penganalisaan
kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah serta menyelenggarakan
administrasi:
Mengurus segala keperluan rumah jabatan Bupati,
Wakil Bu pati  dan  Sekretaris Daerah  serta
menyelenggarakan administrasi:
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Menyediakan tempat keperluan rapat dan pertemuan

dinas lainnya;

i. Menyiapkan dan melayani kebutuhan pada tamu
pimpinan. .

j. Melaksanakan pengaturan pemeliharaan kepersxhan,
keindahan dan ketertiban di kantor Bupati, rumah
dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati dan rumah
dinas Sekretaris Daerah; dan .

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Humas dan Protokol

Pasal 44

Bagian Humas dan Protokol mempunyail tugas membantu
Asistenn Administrasi Umum untuk melaksanakan
hubungan kemasyarakatan dan menjalin komunikasi
dengan lembaga lainnya guna memperjelas kebijakan
daerah, dan melakukan koordinasi dengan lembaga
pemerintah dan kelompok masyarakat serta panitia suatu
kegiatan untuk pelaksanaan upacara dan pertemuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada

avat (1), Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian dengan instansi Pemerintah Daerah,
organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi
keagamaan, organisasi kepemudaan dan organisasi
wanita tentang kesiapan acara yang dihadiri oleh
Bupati/Wakil Bupati;

b. Pelaksanaan hubungan timbal balk  antara

Pemerintahan Daerah dan lembaga lainnya

masyarakat,

Penyebaran informasi atas kegiatan dan Kkebijakan

Pemerintahan Daerah,

Penyusunan tata cara upacara dan pelaksanaan suatu
peresmian; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Serta

£

Pasal 45

Sub Bagan Kehumasan mempunyal tugas .

a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
hubungan kemasyarakatan;

b. Mencari, mengumpulkan dan menyvaring
uniuk bahan sambutan Bupau;

. Mencari, mengumpulkan dan menyaring informasi
untuk bahan jawaban kepada DPRD

berhubungan dengan tugas Humas dan Protokol;

Menyusun redaksional sambutan Bupati pada acara

kegiatan resmi Bupati;

e. Mengumpulkan dan menganalisa informasi dan
pemerintah pusat, pemerintah daereh dan masyarakat;

Mengklarifikasi berita dari media cetak dalam bentuk

kliping sebagai bahan informasi sekaligus evaluasi
kebijakan pemerintah daerah;

g Menyiapkan narasi untuk bahan pemberitaan:

informas:

yvang
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h. Mengumpulkan dan menganalisa permasalahan baik
dann DPRD, media massa maupun dari masyarakat
luas;

1. Menyusun kegiatan harian, mingguan dan bulanan;
Melakukan kemitraan dengan pers dan unit kerjia di
lmgkungan pemerintah daerah; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnya.

Pasal 46

Sulb Bagian Protokol dan Perjalanan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan
tugas di bidang protokol dan perjalanan;

b. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan
pelaksanaan kegiatan keprotokolan;

c. Menyiapkan dan mengatur tata tempat, tata upacara
dan tara penghormatan;

d. Menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan kegiatan
peresmian dan pelantikan;

e. Menyiapkan dan mengatur Kkegiatan resmi vang
dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati;

. Menyiapkan dan mengatur segala sesuatu vyang
bernubungan dengan kelancaran kunjungan kerja
Bupati /Wakil Bupati:

g. Menylapkan dan mengatur persiapan kegiatan rapat
serta pertemuan yang memerlukan pelayanan vang
bersifat protokoler;

h. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan peaerimaan

tamu Negara/Daerah dan perwakilan Negara Sahabat:

Menyilapkan paket kenang-kenangan;

J. Menyiapkan susunan acara dan memandu
penyelenggeraan acara Kkegiatan rapat/upacara/
resepsi/ pelantikan/pertemuan;

k. Mengatur akomodasi perjalanan tamu negara dan/atau
tainu daerah;

L. Mengatur dan menyiapkan perjalanan pimpinan
daerah;

m. Melakukan pelaporan secara administrasi mengenai
segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan
pimpinan daerah;

n. Melakukan DEeTomoran surat tugas yang
ditandatangani oleh kepala daerah/wakil kepala daerah
serta sekretaris daerah; dan

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan tugasnva.

[

Pasal 47

Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi

tugas :

a. Menyusun program kerja Sub Bagian Publikasi dan
Dokumentasi untuk acuan pelaksanaan tugas;

Melaksanakan penvelenggaraan dokumentasi |

s ni
foto dan shooting dalam suaru kegiatan Bupati / Waki
Bupati; '

mempunyai

b

Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan

. ) an segala
bentuk publikasi dan dokumentasi oleh Pemerinta!
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Daerah,

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pelaksanaan publikasi dan dokumentasi;

e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui
forum-forum publik;

f. Melakukan kegiatan informasi berupa publikasi kepada
masyarakat; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 48

Sekretaris Daerah acalah Jabatan Struktural dengan
Eselon 1l.a.

Asisten adalah Jabatan Struktural dengan Eselon [1.b.
Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural dengan Eselon
l1l.A.

hepala Sub DBagian adalah Jabatan Struktural dengan
Eselon 1V.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisas
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta
dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai
dengan tugas masing-masing;

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin  dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bag
pelaksanaan tugas bawahannya;

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat
pada waktunya;

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari hawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai vahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan,
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50
Pelaksarnaan tugas.fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dilaksanakan sejak
Bulan Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan
Bupati ini dianggap sah.

Pasal 51
Jabatan Esolinisasi Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian
dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah yang
sudah ada sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan
diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan

melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja menurut Peraturan
Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini

a. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 45 Tahun 2015
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretaria:
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2015 Nomor 453); dan

b. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 24 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energ
dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banggai Kepulaua:

Serita [Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 20

OTNO £+

ticabut dan dinvatakan tidak berlaku.
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Pasal 53
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

mengundangkan Peraturan Bupati ini dengar
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal |3 Juli 2017

BUPATI BAN{:GAl KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Juli 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

.
.1
&

ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 13 '-
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